BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan gerakan Satu
Instansi Satu inovasi guna mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan  publik, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, badan wusaha milik Negara, dan
badan wusaha milik daerah diwajibkan menciptakan
minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun;

b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya inovasi
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha
Milik Daerah Tahun 2017;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5357);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
517);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH
DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH TAHUN 2017.
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Pasal 1
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah Tahun 2017.
Setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan

instansi masing-masing.

Pasal 2

Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Agenda penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha
Milik Daerah Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2017

PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah
telah mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut
belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya
percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi
harapan masyarakat tersebut.

Pemerintah melakukan langkah kebijakan dengan menetapkan
gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi guna mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Agar upaya tersebut
mendorong persaingan sehat antar instansi dan daerah serta memenuhi
penilaian pelayanan publik yang baik (pelayanan prima), maka diperlukan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan perkembangan
inovasi pelayanan publik yang diperlukan masyarakat sesuai kebutuhan dan
harapannya serta memberikan arahan yang lebih jelas bagi para pihak,
maka diperlukan pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017.



